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ABSTRAK 
A.Dzaral Al Ghifari (B12113355), dengan judul “Tinjauan Hukum 
Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru 
Kabpaten Luwu”. Di bawah bimbingan Prof Dr. Yunus wahid, SH.,MSi 
selaku Pembimbing I dan Dr. Zulkifli Aspan,SH.,MH selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di 
RSUD batara guru Kabupaten Luwu. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah medis 
padat di RSUD batara guru Kabupaten Luwu. 
Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu, 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Jenis sumber data dalam 
penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dari 
responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang 
merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari 
perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang 
terkait dengan pembahasan penulis.  
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian 
sebagai berikut, (1) Pelaksanaan pengeloaan limbah medis padat di RSUD 
batara guru belum sepenuhnya sesuai dengan keputusan menteri kesehatan 
republik indonesia nomor 1204/MENKES/SK/2004 tentang persyaratan 
kesehatan lingkungan rumah sakit dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan dan tata cara dan 
perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini disebabkan karena 
masih ada beberapa fasilitas pendukung yang belum ada di Rumah Sakit ini 
dan juga prosedur pengelolaannya masih bermasalah. (2) Pihak Rumah Sakit 
yang masih mengabaikan prosedur pengelolaan limbah medis padat dan juga 
fasilitas pengeloaan limbah medis padat yang masih belum memadai seperti 
TPS yang belum memenuhi syarat serta incenerator dan bank sampah yang 
belum ada di Rumah Sakit ini menjadi faktor – faktor terhambatnya 
pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai supremasi hukum di Indonesia mengamanatkan kepada seluruh 
masyarakat agar melindungi dan melestarikan lingkungan hidup 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “ bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.1 Perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka 
melestarikan lingkungan hidup yang seimbang. Barry Commoner 
berpendapat bahwa ketergantungan manusia kepada alam atau lebih tepat 
dikatakan saling bergantung manusia dengan lingkungannya untuk 
memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan 
lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum – hukum ekologi.2 Kata ekologi 
pertama kali digunakan oleh Haeckel, seorang ahli biologi pada pertengahan 
dasawarsa tahun 1860, dimana secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu 
                                                          
1 Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
 
2 Barry Commoner dalam Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem 
Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, Hal. 7 
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tentang rumah tangga mahluk hidup.3 Anggapan akan alam yang memiliki 
kemampuan untuk menanggulangi pencemaran secara alamiah semakin 
memudar ketika berlangsungnya dekade pembangunan PBB I (1960 – 1970). 
Pada rapat PBB untuk merumuskan strategi Dasawarsa Pembangunan 
Dunia ke 2 (1970 – 1980), terdapat laporan Sekretaris Jenderal PBB yang 
diajukan dalam sidang umum PBB, disahkan dengan resolusi PBB No. 2581 
(XXIV) tanggal 15 Desember 1969.6 Dalam resolusi tersebut diputuskan 
untuk membentuk panitia persiapan yang bernama Sekjen PBB untuk 
menarik perhatian dunia dalam masalah – masalah lingkungan. Konferensi 
PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nation Conference on 
Human Environment) diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tanggal 5 
sampai 16 Juni 1972.4 
Demikian pula negara, di samping dibebani kewajiban dan tanggung 
jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak 
menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain dan apabila perlu 
dapat memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan 
lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.5 
                                                          
3 Koesnadi Hardjasoemantri, 1926, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada 
University Press, 
Yogyakarta, Hal.2 
4 Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, 
Jakarta, Hal.56 
      5 Jimly Asshiddiqie, 2010, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 179. 
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Dasar pemikiran yang malandasi PPLH (dahulu PLH), pada prinsipnya 
adalah sama dengan tujuan yang ingin dicap dalam PPLH tersebut, 
meskipun dinyatakan dalam formulasi yang berbeda, yakni “bagaimana 
memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk kehidupan dan 
kesejahteraan masa kini, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan akan 
pemanfaatan bagi generasi yang akan datang”. Beberapa diantaranya 
adalah: (1) Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian 
dari Hak asasi setiap warga negara di indonesia sebagaimana diamanatkan 
dalam pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 (hasil amandemen tahap kedua, 18 
agustus 2000), (2) Bahwa Lingkungan Hidup merupakan ruang (habitat dan 
relung) bagi kehidupan manusia dalam segala aspek dan mantranya; (3) 
pendayagunaan SDA untuk memajukan kesejahteraan hidup perlu dilakukan 
pelestarian fungsi dan kemampuan SDA tersebut melalui pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan 
kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh demi kepentingan generasi kini dan 
yang akan datang. Tegasnya untuk menjamin pemanfaatan SDA secara 
optimal dan lintas generasi; (4) kualitas SDA dan lingkungan hidup yang 
(cenderung) semakin menurun telah mengancam kelangsungan 
perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Oleh karena itu, fungsi 
dan kemampuan SDA lingkungan hidup (kualitas dan kuantitasnya) perlu 
dilestarikan;(5) pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan 
perubahan iklim sehingga (turut) memperparah (mempercepat) penurunan 
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kualitas lingkungan hidup (pandangan bahwa degredasi lingkungan hidup 
progresif dengan waktu tampkanya masih etap berlaku); (6) mewujudkan 
kehidupan yang lebih baik (sejahtera) dalam “keselarasan dan 
keseimbangan” yang dinamis antara manusia dan tuhan yang esa, alam dan 
lingkungan hidup, serta mahluk hidup lainnya. Konkritnya, agar terwujud 
kehidupan dalam batas-batas daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup.6 
Hal ini seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup bahwa dalam perlindungan dan pengelolaannya 
diperlukan suatu upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup yang mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pada kenyataannya 
setiap kegiatan manusia akan menimbulkan dampak pada lingkungan, begitu 
pula dalam upaya penyehatan masyarakat yang dalam hal ini dilakukan oleh 
Rumah Sakit. 
Rumah sakit memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 
masyarakat.Rumah sakit sebagai salah satu penyedia pelayanan jasa 
kesehatan tidak mungkin dapat dipisahkan dengan masyarakat, 
                                                          
6 Takdir Rahmadi. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers : Jakarta.  
Hal. 182 
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keberadaannya yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang selalu 
menginginkan kondisi kesehatan yang selalu terjaga.Sebagai suatu tempat 
yang dijadikan sarana penyehatan, mengharuskan tiap rumah sakit 
melakukan penanganan dan menjaga kebersihan dengan sangat baik. 
Sanitasi rumah sakit yang merupakan suatu upaya pengawasan 
faktor-faktor lingkungan baik fisik, biologik, maupun kimiawi di rumah sakit 
yang dapat menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan pengaruh 
buruk terhadap kesehatan petugas, penderita, pengunjung maupun bagi 
masyarakat di sekitar rumah sakit.Bangunan rumah sakit harus direncanakan 
sesuai dengan persyaratan ruang bangun yang bertujuan untuk menciptakan 
pengaturan yang nyaman, bersih dan sehat sehingga tidak memberikan 
dampak negatif pada pasien, pengunjung, serta tenaga kerja rumah sakit. 
Rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan kesehatan yang 
melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga pendidikan 
tenaga kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan 
negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Dari berbagai kegiatannya, 
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah 
Sakit menyatakan bahwa limbah rumah sakit adalah semua limbah yang 
dihasilkan dari rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas. Hal ini dapat 
memberikan konsekuensi akan perlunya pengelolaan limbah rumah sakit 
sebagai bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit yang 
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bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan 
yang bersumber dari limbah rumah sakit.7 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah 
menetapkan bahwa limbah hasil kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis 
termasuk dalam daftar Limbah B3. Uraian limbahnya adalah limbah klinis, 
produk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan 
produk farmasi, limbah laboratorium, residu dari proses insinerasi. 
Limbah medis atau limbah klinis adalah limbah yang berasal dari 
pelayanan medis, perawatan, farmasi, laboratorium, radiografi, penelitian. 
Limbah ini bersifat membahayakan dan perlu dilakukan pengamanan 
terhadapnya. Limbah ini dapat digolongkan menjadi:8 
1. Limbah benda tajam yaitu dapat berupa jarum, pipet, pecahan kaca, 
pisau bedah. Kesemuanya berbahaya dan mempunyai potensi 
menularkan penyakit. 
2. Limbah infeksius yaitu limbah yang dihasilkan oleh laboratorium, 
kamar isolasi, kamar perawatan, yang sangat berbahaya dapat 
menularkan penyakit. 
                                                          
7 Adisasmito, Sistem Kesehatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 5. 
8 Djojodibroto, Kiat Mengelolah Rumah Sakit, Hipokrates, Jakarta, 1997. Hal. 28 
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3. Limbah jaringan tubuh berupa darah, anggota badan hasil amputasi, 
cairan tubuh, plasenta. Plasenta sering diminta keluarga parturien 
untuk dibawa pulang. 
4. Limbah farmasi berupa obat atau bahan-bahan yang telah kadaluarsa, 
obatobat yang terkontaminasi, obat yang dikembalikan oleh pasien 
atau tidak digunakan. 
5. Limbah kimia, ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. 
Adapula limbah kimia yang dapat meledak, membuat korosi pada 
saluran. Limbah B3 harus dikelola dengan benar sesuai dengan 
petunjuk. 
6. Limbah radioaktif, adalah bahan yang tekontaminasi dengan 
radioisotop. Pengelolaan limbah radioaktif harus memenuhi peraturan 
yang di wajibkan. 
Limbah-limbah tersebut akan menjadi sangat mengkhawatirkan ketika 
pada akhirnya dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar tanpa melalui 
pengelolaan dan pengolahan yang benar dan sesuai dengan standar. Limbah 
cair yang dihasilkan rumah sakit, apabila dibuang begitu saja ke sumber air 
masyarakat sekitar seperti sungai, hal ini dapat menimbulkan masalah 
pencemaran pada air sungai. Penggunaan air sungai tersebut dikhawatirkan 
akan dapat menimbulkan bahaya atau gangguan kesehatan yang dapat 
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ditularkan melalui media air ini. Begitu pula dengan limbah jenis lain yang 
dihasilkan oleh rumah sakit. 
Selain limbah padat medis, rumah sakit juga menghasilkan limbah 
padat non-medis. Berdasarkan  Permenkes No. 1204 tahun 2004 tentang 
persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit disebutkan bahwa limbah 
padat non-medis di rumah sakit yang merupakan  limbah padat yang 
dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal 
dariperkantoran, taman dan halaman yang dimanfaatkan kembali apabila ada 
teknologinya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang 
pengelolaan limbah bahan bahaya dan beracun , limbah padat rumah sakit 
dikelompokkan dalam limbah bahan beracun dan berbahaya yang dapat 
berpotensi menimbulkan penyakit infeksi (limbah infeksius).Oleh karenanya 
sangat diperlukan perhatian dalam pengelolaan limbah padat rumah sakit ini 
dengan lebih serius. 
Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu 
sangat beragam sehingga tak hanya menghasilkan limbah medis tetapi juga 
menghasilkan limbah non-medis.9 Limbah ini akan menjadi salah satu 
sumber pencemar bagi lingkungan sekitar dan gangguan terhadap kesehatan 
                                                          
9 Lihat http://www.tindnews.com/politik/incinerator-rsud-belopa-beraroma-korupsi diakses  
02.25 Wita pada tanggal 2 April 2017. 
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masyarakat. Rumah sakit harus menyediakan sarana dan prasarana 
pengelolaan limbah agar limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan 
pencemaran dan membahayakan masyarakat. Namun dalam 
pelaksanaannya, masih banyak aktifitas pengelolaan limbah oleh RSUD 
Batara Guru Kabupaten Luwu yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang 
persyaratan kesehatan lingkungan rumah. Dalam peraturan ini dijelaskan 
bahwa penyimpanan limbah padat non-medis harus dipisahkan dengan 
limbah padat medis namun hal tersebut diabaikan oleh pihak RSUD BATARA 
GURU. Kemudian dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa jangka 
waktu penyimpanan limbah padat medis dan non-medis tidak diperkenankan 
melebihi 48 jam pada musim hujan dan 24 jam pada musim kemarau namun 
pihak rumas sakit tidak mematuhi hal tersebut. Berdasarkan hasil 
pengamatan penulis tertarik mengambil judul “Tinjauan Hukum Tentang 
Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten luwu”. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD 
Batara Guru Kabupaten Luwu ? 
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2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan 
limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu? 
C. Tujuan Penulisan  
Tujuan umum dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan limbah 
medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu ? 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten 
Luwu? 
D. Manfaat Penulisan 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
kemajuan pengetahuan dasar hukum mengenai pelaksanaan 
pengelolaan limbah rumah sakit yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, serta dapat dijadikan sebagai sebuah sumbangan 
pemikiran atau tambahan informasi dalam rencana pengelolaan 
limbah rumah sakit dan menjadi acuan bagi peneliti lain untuk 
meneliti hal serupa atau yang lebih spesifik lagi. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi atau 
perbandingan manajemen limbah RSUD Batara Guru Kabupaten 
Luwu untuk memperbaiki serta mengoptimalkan sistem manajemen 
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pengelolaan limbahnya sehingga dapat memberikan pelayanan 
yang optimal pula. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Terhadap Lingkungan Hidup 
1. Manusia dan Lingkungan 
Di alam ini terdapat organisme hidup (makhluk hidup) dengan 
lingkungannya yang hidup saling berinteraksi berhubungan erat tak 
terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang merupakan suatu 
sistem. Sistem tersebut disebut dengan ekosistem. Ekosistem sendiri 
merupakan tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas, yang 
merupakan kesatuan dari suatu komunitas yang berhubungan erat dengan 
lingkungannya.10 
Dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: 
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” 
Dimensi manusia adalah salah satu komponen dari ekosistem dimana 
eksistensi manusia memegang peranan kunci dalam berinteraksi dengan 
lingkungan hidupnya.Dalam konteks tersebut, antara manusia dan 
                                                          
10 Irwan, Prinsip-prinsip ekologi, ekosiste, lingkungan dan pelestariannya, 
Bumi Aksara, Jakarta, 2012. Hal. 30 
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lingkungan hidup terjadi interaksi yang timbal balik.Manusia mempengaruhi 
lingkungan hidupnya, begitu juga manusia dipenaruhi oleh lingkungan 
hidupnya.Lingkungan hidup merupakan ruang dimana aktivitas manusia 
berlangsung, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi 
kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.11 
Lingkungan alam terus menerus mengalami perubahan, sebab 
dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat, baik 
kualitas maupun kuantitas. Perkembangan ini akan menimbulkan konflik 
antara manusia dengan lingkungan alam yang semula berada di tingkat 
keseimbangan, keserasian dankelestarian yang tinggi, akhirnya tidak dapat 
mempertahankan diri sehingga menyebabkan penurunan kualitas 
lingkungan.12 
Seiring dengan kehidupannya, ada masa bagi manusia dalam kondisi 
yang tidak sehat.Bagi beberapa penyakit tertentu perlu dilakukan perawatan 
intensif bagi yang sakit atau pasien untuk dirawat di rumah sakit.Semakin 
banyak pasien yang di rawat di rumah sakit dan selama beberapa waktu 
yang pasien dirawat di rumah sakit, menjadikan produksi limbah rumah sakit 
juga semakin bertambah. Hal ini menurut Soemirat (2011) dapat 
menyebabkan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang sebagai 
                                                          
11 Soemarwoto, Ekologi, lingkngan hidup dan pembangunan, Djambatan, Jakarta, 
2001. Hal. 1 
12Salim, Pembangunan berwawasan lingkungan.LP3ES, Jakarta, 1993. Hal. 22 
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makhluk hidup selain mendayakan unsur-unsur dari alam, ia juga membuang 
kembali segala sesuatu yang dipergunakannya lagi ke alam.13 
Limbah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di rumah sakit ini juga 
beragam, baik itu limbah medis berbahaya maupun yang tidak. Apabila tidak 
ada pengelolaan yang baik terhadap limbah rumah sakit ini akan 
mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya akibat terpapar dengan 
limbah. Dalam hal ini manusia memiliki peranan penting baik dalam usaha 
penyehatan bagi sesama manusia juga bagi lingkungan sekitarnya agar tidak 
terjadi pencemaran yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pasien 
akibat penyakit yang ditimbulakan dari pencemaran lingkungan. 
Banyak kejadian dimasa lalu menunjukkan bahwa kurangnya 
pengertian masyarakat akan hubungan interaksi antara manusia dengan 
lingkungan ini dan kurangnya pengertian tentang sifat-sifat manusia sendiri 
dapat menyebabkan berbagai bencana yang menimpa masyarakat sebagai 
akibat tindakannya sendiri14. Dengan kata lain hubungan interaksi manusia 
dengan lingkungannya merupakan aspek penting dalam mendukung 
kehidupan yang harmonis atau selaras. 
 
                                                          
13 Soemirat, Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 
2011. Hal. 21 
14Ibid .Hal. 23 
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2. Lingkungan Hidup 
Berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia dikenal istilah 
“lingkungan” yang artinya sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu 
lingkaran, daerah dan sebagainya. Sementara dalam kamus hukum, istilah 
yang dikenal adalahlingkungan hidup yang artinya adalah kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya,keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia 
dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per-kehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Istilah ini dikenal dalam 
hukum lingkungan. 
Lingkungan hidup Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup 
negara lain, seperti lingkungan hidup Jepang, Amerika, Malaysia, dan 
negara-negaralain. Lingkungan hidup Indonesia ialah lingkungan hidup yang 
ada dalambatas-batas wilayah negara Republik Indonesia. 
Lingkungan Hidup menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 
ialah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungann per-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 
hidup lain. 
Istilah lingkungan hidup merupakan konsepsi yang relatif masih 
barudalam dunia keilmuan pada dasarnya dan dalam lingkungan ilmu hukum 
padakhususnya, yang tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya 
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kesadaran akanlingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran 
untuk melindungi danmemelihara lingkungan hidup tersebut, tumbuh pula 
perhatian hukum kepadanya. 
Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha 
Kuasa kepadarakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan 
dalam segala aspekdan matranya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam 
rangka mendayagunakansumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan 
umum seperti diamanatkandalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk 
mencapai kebahagiaan hidupberdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan 
pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan hidup berdasarkan 
kebijaksanaan nasional yang terpadudan menyeluruh dengan 
memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dangenerasi masa depan. 
Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaanlingkungan hidup untuk 
melestarikan dan mengembangkan kemampuanlingkungan hidup yang 
serasi, selaras dan seimbang guna menunjangterlaksananya pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berdasarkan 
Pasal 1 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukanuntuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
terjadinya pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan 
penegakan hukum. 
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3. Asas – asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH).  
 
Dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di peroleh 
pengertian asas-asas tersebut yaitu:15 
a. Tanggung jawab negara 
Maksud dari asas ini yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber 
dayaalam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan danmutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun 
generasi masa depan. Dalamasas ini negara juga menjamin hak warga 
negara atas lingkungan hidup yang baikdan sehat. Asas tanggung jawab 
negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungandan pengelolaan lingkungan 
hidup dilaksanakan melalui penegakan hukumlingkungan yaitu penegakan 
hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antaraketiga bentuk penegakan 
hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasidianggap sebagai 
upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakanhukum 
administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinyapencemaran 
dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukumadministrasi 
                                                          
15 M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan. Arus Timur., Makassar, 
Hal. 187 
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juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan 
perusakanlingkungan. 
b. Kelestarian dan keberlanjutan 
Maksud dari asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap 
orangmemikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang 
danterhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya 
pelestariandaya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan 
hidup. 
c. Keserasian dan keseimbangan 
Maksud dari asas keserasian dan keseimbangan ini ialah 
pemanfaatanlingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti 
kepentinganekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian 
ekosistem. 
d. Keterpaduan 
Maksud dari asas keterpaduan yaitu bahwa perlindungan dan 
pengelolaanlingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai 
komponen terkait. 
e. Manfaat 
Maksud dari asas manfaat yaitu bahwa segala usaha dan/atau 
kegiatanpembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi 
sumber daya alamdan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan harkatmanusia selaras dengan lingkungannya. 
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f. Kehati-hatian 
Maksud dari asas kehati-hatian ini yaitu bahwa ketidakpastian 
mengenaidampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan 
penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk 
menunda langkah – langkah menghindari ancaman terhadap pencemaran 
atau kerusakan lingkungan. 
g. Keadilan 
Maksud dari asas keadilan yaitu bahwa perlindungan dan 
pengelolaanlingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara 
menyeluruh bagi setiapwarga negara. Perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harusmencerminkan keadilan secara proporsional bagi 
setiap warga negara, baik lintasdaerah, lintas generasi maupun lintas gender. 
h. Ekoregion 
Maksud dari asas ini yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidupharus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, 
ekosistem dan budayamasyarakat setempat. 
i. Keanekaragaman hayati 
Maksud dari asas ini yaitu bahwa perlindungan dan 
pengelolaanlingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk 
mempertahankankeberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya 
alam hayati. 
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j. Pencemar membayar 
Maksud dari asas ini ialah bahwa setiap penanggungjawab yang 
usaha ataukegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan 
lingkungan hidup wajibmenanggung biaya pemulihan lingkungan. 
k. Partisipatif 
Maksud dari asas partisipatif ialah bahwa setiap anggota masyarakat 
didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
l. Kearifan lokal 
Asas kearifan lokal ini bermakna bahwa dalam perlindungan 
danpengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur 
yangberlaku. 
m. Tata kelola pemerintahan yang baik 
Asas ini menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, efisien dan keadilan. 
n. Otonomi daerah 
Asas otonomi daerah ini bermakna bahwa pemerintah dan pemerintah 
daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di 
bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 
mempehatikankeragaman daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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B. Tinjauan Tentang Limbah Medis 
1. Rumah Sakit 
Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 
perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu 
meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat 
agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya . 
Rumah Sakit Umum yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat 
dalam rangka penyedia jasa kesehatan dan melayani seluruh masyarakat 
dalam upaya penyehatan.Rumah sakit ini dimiliki dan dikelola oleh 
pemerintah setempat.Rumah sakit ini diharapkan mampu menampung dan 
melayani semua lapisan masyarakat yang mengalami gejala dan gangguan 
kesehatan. 
Rumah sakit sebagaimana yang diketahui sebagai sarana penyehatan 
umum dalam bidang kesehatan yang setiap harinya menerima orang sakit 
atau dengan gejala penyakit baik yang menular maupun tidak menular juga 
merupakan tempat berkumpulnya orang sehat seperti keluarga pasien 
ataupun para karyawan rumah sakit yang bekerja. Termasuk dalam upaya 
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pelayanan kesehatan di Rumah Sakit diantaranya adalah unit gawat darurat, 
rawat jalan, rawat inap, serta tindakan medis dan non-medis lainnya yang 
dalam semua prosesnya semuanya akan mempengaruhi lingkungan fisik dan 
sosial disekitarnya. Semua kegiatan pelayanan kesehatan baik yang melalui 
tindakan medis ataupun non-medis juga mempergunakan teknologi yang 
berkembang yang dapat mempengaruhi lingkungan. 
Berdasarkan pada Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. 
Yaitu: 
a) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit 
dikategorikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.  
Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada 
semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan Rumah Sakit 
Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau 
satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan 
umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. 
b) Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi 
menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah 
Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba yang 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan.  Adapun yang 
dimaksud dengan Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang 
dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk 
Perseroan Terbatas atau Persero. 
Selain dari pada itu, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus 
juga diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah 
sakit. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 340 tahun 2010 
tentang Klasifikasi Rumah Sakit maka Rumah Sakit Umum diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
1. Rumah Sakit Umum kelas A  
Harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 
sedikit 4 pelayanan medik dasar, 5 pelayanan spesialis penunjang 
medik, 12 pelayanan medik spesialis lain dan 13 pelayanan medik 
subspesialis; 
2. Rumah Sakit Umum kelas B  
Harus mempunyai fasilitas dan kemampuan medik paling sedikit 4 
pelayanan medik dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 
pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 pelayanan medik 
subspesialis dasar; 
3. Rumah Sakit Umum kelas C  
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Harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 
sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar dan 4 pelayanan spesialis 
penunjang medik; 
4. Rumah Sakit Umum Kelas D  
Harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling 
sedikit 2 pelayanan medik dasar. 
 Sedangkan untuk Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang 
memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakittertentu, 
berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit. Jenis 
rumah sakit khusus antara lain adalah rumah sakit Ibu dan Anak, Jantung, 
Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit 
Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, ginjal, 
Kulit dan Kelamin. 
2. Limbah Medis Rumah Sakit 
Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh 
kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya (Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 1994). Dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah 
Sakit bahwa limbah Rumah Sakit adalah semua limbah yang dihasilkan yang 
berbentuk padat, cair, dan gas. 
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Upaya pengelolaan limbah rumah sakit dapat dilaksanakan dengan 
menyiapkan perangkat lunaknya yang berupa peraturan, pedoman, dan 
kebijakan yang mengatur pengelolaan dan peningkatan kesehatan di 
lungkungan rumah sakit. Unsur-unsur yang terkait dengan penyelenggaraan 
kegiatan pelayanan rumah sakit termasuk pengelolaan limbahnya, yaitu 
1. Pemrakarsa atau penanggung jawab rumah sakit;  
2. Pengguna jasa pelayanan rumah sakit;  
3. Para ahli, pakar dan lembaga yang dapat memberikan saran-saran;  
4. Para pengusaha dan swasta yang dapat menyediakan sarana dan 
fasilitias yang diperlukan. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menetapkan 
bahwa limbah hasil kegiatan rumah sakit dan laboratoriumnya termasuk 
dalam daftar limbah B3. Uraian limbahnya dapat dilihat pada Tabel berikut. 
No 
Jenis 
Industri/Kegiatan 
Sumber Limbah 
Kode 
Limbah 
Uraian 
limbah 
Kategori 
Bahaya 
Limbah 
1. Rumah sakit dan 
Fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 
1. Seluruh rumah 
sakit dan 
laboratorial 
klinis 
2. Fasilitas 
insinerator 
3. IPAL yang 
mengolah 
effluent dari 
kegiatan 
A337-1 
Limbah 
klinis 
memiliki 
karakteristik 
infeksius 
1 
A337-2 
Produk 
farmasi 
kadaluarsa 
1 
A337-3 Bahan 
kimia 
1 
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rumah sakit 
dan 
laboratorium 
klinis 
kadaluarsa 
A337-4 
Peralatan 
Laboratoriu
m 
terkontamin
asi B3 
1 
A337-5 
Peralatan 
medis 
mengandun
g logam 
berat, 
termasuk 
merkuri 
(Hg), 
kadminum 
(Cd) dan 
sejenisnya 
1 
B337-1 
Kemasan 
produk 
farmasi 
2 
B337-2 Sludge 
IPAL 
2 
2. Pengoperasian 
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limbah 
1. Proses 
insinerasi 
limbah  
2. Fasilitas 
ipengendalian 
pencemaran 
3. IPAL yang 
mengolah 
effluent proses 
pengendalian 
pencemaran 
A347-1 Fly ash 
insinerator 
1 
A347-2 Slag atau 
Bottom ash 
insinerator 
1 
B347-1 Residu 
pengolahan 
flue gas 
2 
B347-2 Filter dan 
absorben 
bekas 
2 
B347-3 Sludge 
IPAL 
2 
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah 
zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 
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jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan 
makhluk hidup lain. Karakteristik limbah B3 diantaranya adalah mudah 
meledak, mudah menyala, rekatif, infeksius, korosif dan beracun.16 
Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari 
kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas.Berdasarkan sifatnya, 
limbah rumah sakit dibedakan menjadi limbah medis dan limbah non-medis.17 
1. Limbah medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, 
limbah patologi, limbah bnda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, 
limnah kimia, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan 
limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. 
2. Limbah non-medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan 
di rumah sakit diluar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, 
taman dari halaman yang dimanfaatkan kembali apabila ada 
teknologinya. 
a. Limbah Medis 
Terdapat berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari berbagai macam 
kegiatan di Rumah Sakit, menurut Djojodibroto diantaranya adalah sebagai 
                                                          
16 Peraturan Pemerintan No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
17 Departemen Kesehatan RI, Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di 
rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, Depkes RI : Jakarta, 2006 
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berikut: Limbah medis atau limbah klinis adalah limbah yang berasal dari 
pelayanan medis, perawatan, farmasi, laboratorium, radiografi, penelitian. 
Limbah ini bersifat membahayakan dan perlu dilakukan pengamanan 
terhadapnya.18 Menurut Adisasmito yang termasuk dalam golongan limbah 
medis ini diantaranya adalah: 
1. Limbah benda tajam dapat berupa jarum, pipet, pecahan kaca, 
pisau bedah. Kesemuanya adalah berbahaya yang memiliki 
potensi untuk menularkan penyakit. Semua benda tajam ini 
berpotensi menyebabkan cedera melalui sobekan atau tusukan. 
Benda-benda tajam yang terbuang mungkin terkontaminasi oleh 
darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi dan beracun, bahan 
sitotoksik atau radioaktif. Potensi untuk menularkan penyakit 
akan sangat besar bila benda tajam tersebut digunakan untuk 
pengobatan pasien infeksi atau penyakit infeksi; 
2. Limbah infeksius dihasilkan oleh laboratorium, kamar isolasi, 
kamar perawatan, sangat berbahaya dapat menularkan 
penyakit. Limbah ini berkaitan dengan pasien yang memerlukan 
isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan limbah 
laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan mikrobiologi 
dari poliklinik dan ruang perawatan/isolasi penyakit menular; 
                                                          
18Djojodibroto, opcit. Hal. 30 
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3. Limbah jaringan tubuh berupa darah, anggota badan hasil 
amputasi, cairan tubuh, plasenta. Limbah ini biasanya 
dihasilkan pada saat pembedahan atau autopsi yang dapat 
mengakibatkan resiko tinggi infeksi kuman terhadap pasien lain, 
staf rumah sakit, dan pengunjung rumah sakit dan penduduk 
sekitar; 
4. Limbah sitotoksik adalah bahan yang terkontaminasi dengan 
obat sitotoksik selama peracikan, pengangkutan atau tindakan 
terapi sitotoksik. Penanganan limbah ini memerlukan absorben 
yang tepat dan bahan pembersihnya harus selalu tersedia 
dalam ruang peracikan. Bahan-bahan tersebut antara lain 
swadust, granula absorpsi, atau perlengkapan pembersih 
lainnya. Semua pembersih tersebut harus diperlakukan sebagai 
limbah sitotoksik yang pemusnahannya harus menggunakan 
insinerator karena sifat racunnya yang tinggi; 
5. Limbah farmasi berupa obat atau bahan-bahan kimia yang telah 
kadaluarsa, obat-obat yang terkontaminasi, obat yang 
dikembalikan oleh pasien atau yang tidak digunakan. 
6. Limbah kimia ada yang berbahaya dan ada juga yang tidak 
berbahaya. Terdapat limbah kimia yang dapat meledak, 
membuat korosi pada saluran sehingga harus dikelola dengan 
benar dan sesuai dengan petunjuk. 
30 
 
7. Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan 
radioisotop dimana pengelolaannya harus memenuhi peraturan 
yang telah diwajibkan. 
b. Limbah Non Medis 
Menurut  Permenkes no 1204 tahun 2004 Limbah padat non-
medis atau biasa juga disebut limbah domestik di rumah sakit  
merupakan  limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit 
di luar medis yang berasal dari perkantoran, taman, dan halaman yang 
dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Limbah ini biasanya 
berupa kertas, karton, kertas pembungkus, plastik, kaleng, sisa 
makanan, daun dan lain – lain.19 
Komposisi dari limbah ini penting untuk diketahui dalam 
perencanaan pengelolaan sampah selanjutnya, mulai dari cara 
pengangkutan, pengumpulan, dan pembuangan/pemusnahannya. 
Selain itu, dengan diketahuinya komposisi limbah tersebut, dapat 
diupayakan daur ulang dari bahan-bahan sampah yang masih dapat 
terpakai, misalnya besi, kaca, kertas, plastik dan lainnya.Karakteristik 
limbah padat rumah sakit dapat dilihat berdasarkan kuantitas (dalam 
berat dan volume), kualitas/jenis, komposisi, dan kandungan 
mikroorganisme yang terdapat didalamnya.20 
                                                          
19Adisasmito, opcit. Hal. 27 
20 Sumantri, A, Kesehatan lingkungan dan perspektif islam, Prenada Media 
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C. Pengelolaan Limbah Medis Padat  
Rumah Sakit sendiri sebagai salah satu yang menjadi sumber limbah 
yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan secara 
alami dan mandiri harus memiliki cara pencegahan dan penanggulangannya. 
Semua kegiatan yang diperlukan dalam pengelolaan limbah harus menjadi 
perhatian bagi rumah sakit yang sejatinya merupakan sarana penyehatan 
masyarakat yang diharapkan justru tidak menimbulkan dampak baru bagi 
kesehatan serta lingkungan dari limbahnya sehingga tidak membahayakan 
bagi masyarakat. 
Rumah sakit sebagai sarana penyehatan masyarakat harus mampu 
menanggulangi limbah dari semua kegiatan yang ada di dalamnya baik yang 
berupa limbah dari kegiatan medis seperti sisa potongan jaringan tubuh dari 
hasil operasi, atau kegiatan non medis seperti sisa – sisa  makanan ataupun 
limbah dari mandi cuci kakus (MCK) baik dari pasien, pengunjung, serta para 
dokter dan pegawai di rumah sakit tersebut. Sarana pengolahan limbah cair 
rumah sakit pada dasarnya berfungsi menerima limbah cair yang berasal dari 
berbagai alat sanitair, disalurkan melalui instalasi saluran pembuangan dalam 
gedung dan selanjutnya melalui instalasi saluran pembuangan di luar gedung 
menuju ke instalasi pengolahan limbah cair. 
                                                                                                                                                                     
Grup, Jakarta, 2010. Hal. 8. 
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Cairan yang sudah diolah di instalasi limbah cair ini mengalir melalui 
saluran pembuangan ke perembesan tanah atau ke saluran pembuangan 
kota. Sementara itu, limbah padat yang berasal dari setiap bangsal, kamar 
operasi, dapur dan lain sebagainya perlu mendapatkan pengelolaan yang 
sebai – baiknya sehingga baik kesehatan petugas, penderita atau pasien dan 
masyarakat disekitar rumah sakit dapat terhindar dari kemungkinan terkena 
dampak limbah rumah sakit tersebut. 
Dalam pengelolaan Limbah Padat, terdapat regulasi yang menjadi 
dasar serta batasan agar dalam pelaksanaannya juga diharapkan 
mengurangi dampak untuk lingkungan sekitar rumah sakit. Regulasi yang 
dimaksud adalah keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 
1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah 
sakit. 
a. Pemilahan Limbah Padat 
1. Limbah padat Medis 
Proses pemilahan dan pengurangan limbah merupakan persyaratan 
keaman yang penting untuk petugas yang menangani limbah. Pemilahan dan 
pengurangan jumlah limbah hendaknya mempertimbangkan hal sebagai 
berikut 
a. Kelancaran penanganan dan penampungan limbah  
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b. Pengurangan limbah yang memerlukan perlakuan khusus, dengan 
pemisahan limbah B3 dan non B3.  
c. Diusahakan untuk menggunakan bahan kimia non B3. 
d. Pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis 
limbah untuk mengurangi biaya, tenaga kerja, dan pembuangan 
limbah. Pelabelan merupakan sistem pengkodean warna dimana 
limbah harus disimpan pada kontainer pada saat pemilahan. 
Seperti kantong plastik kuning untuk limbah infeksius dan hitam 
untuk non-infeksius. Kantong dan kontainer limbah harus diberi 
label yang memuat sumber penghasil limbah dan kategori limbah.  
Adanya standarisasi warna dapat mengurangi kesalahan manusia dalam 
membuang dan memisahkan limbah padat. Kantong juga sebaiknya 
dilengkapi dengan label untuk menginformasikan sifat bahaya dari limbah 
dan penelusuran limbah jika terjadi masalah. 
2. Pemilahan Limbah Padat Non Medis 
Persyaratan dan tata laksana pemilahan dan pewadahan limbah padat 
non medis sesuai Kepmenkes No 1204 tahun 2009 adalah: 
1) Pemilahan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yag 
menghasilkan limbah, dilakukan pemilahan limbah padat non medis 
antara limbah basah dan limbah kering;  
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2) Limbah yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari limbah 
yang tidak dimanfaatkan kembali;  
3) Pewadahan limbah padat non medis harus dipisahkan dari limbah 
medis padat dan ditampung dalam kantong plastik berwarna hitam;  
4) Setiap tempat pewadahan limbah padat harus dilapisi kantong plastik 
warna hitam sebagai pembungkus limbah padat dengan lambang 
“domestik” warna putih;  
5) Tempat pewadahan limbah padat non medis terbuat dari bahan yang 
kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan 
yang mudah dibersihakn pada bagian dalamnya, misalnya fiberglass;  
6) Mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori 
tangan;  
7) Terdapat minimal 1 (satu) buah untuk setiap kamar atau sesuai 
dengan kebutuhan; 
8) Limbah tidak boleh dibiarkan dalam wadahnya melebihi 2 x 24 jam 
atau apabila 2/3 bagian kantong sudah terisi oleh limbah, maka harus 
diangkut supaya tidak menjadi perindukan vektor penyakit atau 
binatang pengganggu. 
b. Pengumpulan Limbah Padat 
Pada tahap pengumpulan limbah, menurut Pruss et al., (2005), 
menyebutkan bahwa kontainer harus diangkat jika sudah tiga perempat 
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penuh. Kantong plastik yang terisi penuh perlu diikat dengan menggunakan 
label plastik pengikat dan dikumpulkan dalam troli pengangkut.  Rumah sakit 
harus mempunyai program rutin untuk pengumpulan limbah karena limbah 
jangan sampai menumpuk di satu titik pengumpulan. 
Pengumpulan limbah dilakukan oleh petugas kebersihan rumah sakit 
setiap hari dan diangkut ke tempat penampungan yang telah 
ditentukan.Persediaan kantong plastik dan kontainer yang bersih harus 
tersedia di semua tempat yang menghasilkan limbah padat. 
c. Pengangkutan Limbah Padat 
Setelah limbah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah 
pengangkutan limbah. Berdasarkan Permenkes No. 1204 tahun 2004 tentang 
Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit bahwa pengangkutan limbah medis 
harus menggunakan alat angkut berupa kereta, gerobak, atau troli. Syarat-
syarat tempat untuk mengangkut limbah adalah 
1. Permukaan harus licin, rata dan tidak tembus  
2. Mudah dibersihkan dan dikeringkan  
3. Tidak akan menjadi sarang serangga. 
Dalam proses pengangkutan limbah disarankan menggunakan alat 
angkut yang terpisah antara limbah padat medis dan non-medis dan tidak 
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boleh digunakan untuk mengangkut materi lainnya.21Transportasi yang 
sesuai dapat mengurangi risiko yang dihadapi pekerja yang terpajan limbah. 
Pengangkutan limbah dari ruangan yang ada di rumah sakit ke tempat 
penampungan limbah sementara melalui rute yang paling cepat yang harus 
direncanakan sebelum perjalanan dimulai atau yang sudah ditetapkan.22  Jika 
pengangkutan menggunakan lift, disarankan jangan menggunakan lift yang 
sama untuk lift pasien/pengunjung/makanan dalam pengangkutan limbah 
medis. 
Jika terjadi kebocoran atau ceceran limbah medis segara untuk 
dilakukan pembersihan dengan menggunakan klorin 0,5%. Kendaraan 
pengangkut limbah harus dibersihkan dan didesinfeksi setiap hari dengan 
menggunakan desinfektan yang tepat. Desinfeksi kontainer dengan 0,5% 
klorin kemudian dibilas dengan air bersih.23 
d. Penyimpanan Limbah 
Limbah yang telah dikumpulkan dari sumber penghasil limbah 
kemudian ditempatkan pada tempat penampungan sementara. Menurut 
Pruss et al., tempat penampungan sementara harus memiliki lantai yang 
                                                          
21 Departemen Kesehatan RI, Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di 
rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, Depkes RI : Jakarta, 2006 
22 Pruss, A., Giroult, E., & Rushbrook, D., Pengelolaan Aman Limbah Layanan 
Kesehatan (Penerjemah: Munaya Fauziah, Mulia Sugiarti, & Ela Laelasari). EGC: Jakarta, 
2005. Hal. 16 
. 
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kokoh dengan dilengkapi drainase yang baik dan mudah dibersihkan serta 
didesinfeksi. Selain itu, tidak boleh berada dekat dengan lokasi penyimpanan 
bahan makanan atau dapur.Harus ada pencahayaan yang baik serta 
kemudian akses untuk kendaraan pengumpul limbah. 
Lokasi untuk tempat penyimpanan limbah yang berbahaya dan 
beracun minimum berjarak 50 meter dari lokasi fasilitas umum dan daerah 
bebas banjir sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir.24 Menurut 
Reinhardt dan Gordon , tempat penyimpanan limbah medis harus dilengkapi 
dengan penutup, menjaga agar area penyimpanan sampah medis tidak 
tercampur dengan sampah non medis, membatasi akses sehingga hanya 
orang tertentu yang dapat memasuki area tempat penampungan, serta 
pemberian label dan pemilihan tempat penyimpanan yang tepat.25 Menurut 
Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 
1204/Menkes/SK/X/2004 penyimpanan limbah medis padat harus sesuai 
iklim tropis yaitu pada musim hujan paling lama 48 jam dan musim kemarau 
paling lama 24 jam. 
 
 
                                                          
24 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pedoman minimisasi limbah, Bapedal: 
Jakarta, 1992. Hal. 11. 
25 Zubaidah, I., Pengelolaan limbah padat rumah sakit: studi kasus rumah sakit 
umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Program Studi Ilmu Lingkungan. Program 
Pasca Sarjana, Universitas Indonesia: Jakarta, 1998. Hal.29 
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e. Pemusnahan dan Pembuangan Limbah Padat 
Setelah limbah ditampung di dalam TPS, proses selanjutnya yaitu 
pengolahan limbah medis yaitu pemusnahan dan pembuangan akhir.  
Menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999, pengolahan limbah 
medis yang termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun 
(B3) adalah proses untuk mengubah jenis, jumlah, dan karakteristik 
limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/ atau tidak beracun sebelum 
ditimbun dan/ atau memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali. 
Menurut Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 pengolahan, 
pemusnahan, dan pembuangan akhir limbah padat medis adalah 
sebagai berikut:  
a. Limbah Infeksius dan Benda Tajam  
1. Limbah yang sangat infeksius seperti biakan dan persediaan agen 
infeksius dari laboratorium harus disterilisasi dengan pengolahan panas 
dan basah seperti dalam autoclave sedini mungkin. Untuk limbah 
infeksius yang lain cukup dengan cara disinfeksi.  
2. Benda tajam harus diolah dengan insinerator bila memungkinkan dan 
dapat diolah bersama dengan limbah infeksius lainnya. Kapsulilasasi 
juga cocok untuk benda tajam.  
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3. Setelah insinerasi atau disinfeksi, residunya dapat diuang ke tempat 
pembuangan B3 atau dibuang ke landfill jika residunya sudah aman.  
b. Limbah Farmasi  
1. Limbah farmasi dalam jumlah kecil dapat diolah dengan insinerator 
pirolitik, rotary klin, dikubur secara aman, sanitary landfill, dibuang ke 
sarana air limbah atau insinerasi. Akan tetapi dalam jumlah besar 
harus menggunakan fasilitas pengolahan yang khusus seperti rotary 
klin, kapsulisasi dalam drum logam, dan insinerasi.  
2. Limbah padat farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada 
distributor, sedangkan bila dalam jumlah sedikit dan tidak 
memungkinkan dikembalikan, dimusnahkan melalui insinerator pada 
suhu di atas 1000oC. 
c. Limbah Sitotoksis  
1. Limbah sitotoksis sangat berbahaya dan tidak boleh dibuang dengan 
penimbunan (landfill) atau ke saluran limbah umum. 
2. Pembuangan yang dianjurkan adalah dikembalikan ke perusahaan 
penghasil atau distributornya, insinerasi pada suhu tinggi, degradasi 
kimia. Bahan yang belum dipakai dan kemasannya masih utuh karena 
kadaluarsa harus dikembalikan ke distributor apabila tidak ada 
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insinerator dan diberi keterangan bahwa obat tersebut sudah 
kadaluarsa atau tidak dipakai lagi. 
3. Insinerasi pada suhu tinggi sekitar 1.200oC dibutuhkan untuk 
menghancurkan semua bahan sitototoksik. Insinerasi pada suhu 
rendah dapat mengahasilkan uap sitotoksis yang berbahaya ke udara. 
4. Insinerator dengan 2 (dua) tungku pembakaran pada suhu 1.200oC 
dengan minimum waktu tinggal 2 detik atau suhu 1.000oC dengan 
waktu tinggal 5 detik di tungku kedua sangat cocok untuk bahan ini 
dan dilengkapi dengan penyaring. 
f. Pembakaran Limbah dengan Insinerator 
Insinerasi merupakan metode pilihan untuk memusnahkan limbah 
medis dan sampai saat ini masih banyak dipakai. Menurut Depkes (2006), 
tujuan dari insinerasi merupakan upaya minimisasi limbah yakni sangat 
mengurangi volume dan berat limbah yang jumlahnya besar hingga tinggal 
kurang dari 5% serta dapat menghilangkan mikroba di dalam sisa limbah. 
Alat yang digunakan disebut insinerator.Insinerator adalah alat untuk 
membakar sampah secara terkendali melalui pembakaran suhu 
tinggi.Keuntungan metode ini adalah pembakaran dapat dilakukan pada 
semua jenis sampah kecuali batu atau logam dan pelaksanaannya tidak 
dipengaruhi iklim.26 Limbah dapat  ditangani dengan waktu yang relatif lebih 
                                                          
26 Chandra, B. Pengantar kesehatan lingkungan, EGC:Jakarta, 2012. Hal. 26 
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singkat dari pada pengolahan secara biologi maupun sistem landfill dan area 
yang dibutuhkan juga relatif lebih kecil.27 
Menurut Adisasmito insinerator adalah teknologi pemusnahan yang 
disarankan untuk limbah benda tajam, infeksius, dan jaringan tubuh.Bagi 
rumah sakit yang mempunyai insinerator harus membakar limbahnya 
selambatlambatnya 24 jam, sedangkan bagi rumah sakit yang tidak 
mempunyai incinerator dengan bekerjasama dengan pihak lain yang 
mempunyai insinerator untuk dilakukan pemusnahan selambat-lambatnya 24 
jam apabila disimpan pada suhu ruang.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27 Asmadi, Pengelolaan limbah medis rumah sakit, Gosyen Publishing: Yogyakarta, 
2013. Hal. 30 
28Adisasmito, opcit. Hal.41 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris, 
yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untukmelihat ketentuan-
ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum 
dilingkungan Rumah Sakit serta Masyarakat sekitar rumah sakit. 
B. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah di Kabupaten Luwu dengan sasaran 
penelitian bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru 
Kabupaten Luwu. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tentang apa yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.29 
                                                          
29 Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif.  Bandung: ALFABETA. Hal.148 
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2. Sampel  
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut.30 
D. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini 
yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Kabupaten Luwu serta 
masyarakat sekitar Rumah Sakit. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan 
dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan 
yang erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan ini 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di 
masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di 
                                                          
30 Ibid. 
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pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa: 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca 
berbagai buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah dan literature lainnya 
yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini 
melakukan teknik interview (wawancara) yakni penelitian melakukan 
tanya jawab secara langsung kepada pihak Rumah Sakit Umum 
Daerah Batara Guru serta masyarakat sekitar Rumah Sakit guna 
memperoleh data yang akurat. 
F. Teknis Analisis Data 
Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut 
di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis di 
perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan analisis Yuridis 
Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambar keadaan yang 
nyata Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah 
Batara Guru Kabupaten Luwu berdasarkankeputusan menteri kesehatan 
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republik indonesia nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan 
kesehatan lingkungan rumah sakit. 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, 
maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk 
menghasilkan data yang bersifat deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Rumah sakit Batara Guru adalah rumah sakit yang berdiri sejak tahun 
2013 yang berlokasi di Jln Tomakaka, Lebani Kabupaten Luwu. Menurut Ibu 
hj Mardiah selaku Kepala Instalasi Sanitasi Rumah Sakit (ISRS) di RSUD 
Batara Guru Kabupaten Luwu mengatakan bahwa saat ini RS Batara Guru 
bertipe C dalam artian Rumah Sakit ini telah memenuhi standar yaitu 
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik lebih dari  4 
pelayanan medik spesialis dasar dan 4 pelayanan spesialis penunjang medik. 
Pengelolaan rumah sakit ini banyak mendapatkan keluhan dari berbagai 
Pihak. Salah satunya dari direktur rumah sakit ini yaitu dr. Fatriwati Rifai 
,beliau mengatakan di salah satu media bahwan banyak ruangan di rumah 
sakit ini yang terkesan jorok, bahkan ruangan tersebut tidak digunakan 
sesuai peruntukannya.  
Dalam hal pengelolaan limbah, Rumah Sakit ini belum sesuai standar, hal 
itu berdasar pada data Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) 
Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa RS Batara Guru 
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mendapatkan rapor merah yang berarti kinerja pengelolaan lingkungan 
hidupnya belum sesuai standar.31  
Pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten 
Luwu terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam menangani masalah 
tersebut, diantaranya adalah:  
a) Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Limbah 
RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. 
b) Secara eksternal, pihak yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Luwu. 
c) Secara Internal pihak yang terlibat disini adalah Sanitasi, Sub bagian 
Rumah Tangga RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2017 dengan Hj. 
Mardiah selaku Kepala Instalasi Sanitasi Rumah Sakit (ISRS) di RSUD 
Batara Guru Kabupaten Luwu Beliau menjelaskan bahwa.32 
“Rumah sakit merupakan salah satu kegiatan yang menghasilkan 
limbah baik mengandung bahan berbahaya maupun sebaliknya yang berupa 
limbah klinis, namun demikian rumah sakit juga menghasilkan limbah 
domestik seperti halnya limbah rumah tangga. Oleh karena itu dalam 
pengelolaan limbah rumah sakit berdasarkan wujud dan jenisnya”. 
 
                                                          
31https://www.merdeka.com/peristiwa/38-perusahaan-dan-rumah-sakit-di-sulsel-tak-
becus-urus-lingkungan.htmlpadatanggal 5 Juli2017 ,padapukul 17:10 Wita 
32Hasil wawancara Hj. Mardiah selaku Kepala Instalasi Sanitasi Rumah Sakit (ISRS) 
di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu PadaTanggal 26 Mei 2017 
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Berdasarkan keputusan Menteri kesahatan RI Nomor 
1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Rumah sakit 
dijelaskan bahwa Limbah Padat Rumah Sakit adalah semua limbah rumah 
sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumahsakit yang terdiri 
dari limbah medis padat dan limbah non medis padat. Limbah Medis Padat 
merupakan limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, 
limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah 
radioaktif, limbah konteiner bertekanan, dan limbah kandungan logam berat 
yang tinggi sedangkan limbah non medis padat merupakan limbah yang 
dihasilkan rumah sakit diluar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, 
taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada 
teknologinya. 
A. Pengelolaan Limbah Padat Berdasarkan keputusan Menteri 
kesahatan RI Nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan 
Kesehatan Rumah sakit 
Berdasarkan aturan ini dijelaskan ada beberapa tahap yang diperlukan 
dalam hal pengelolaan limbah padat rumah sakit. Untuk Limbah Medis Padat 
dimulai dengan tahap minimisasi limbah yaitu upaya yang dilakukan rumah 
sakit untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara 
mengurangi bahan (reduce), menggunakan kembali limbah (reuse) dan daur 
ulang limbah (recycle). 
49 
 
Ada beberapa poin yang dapat dilakukan rumah sakit untuk 
meminimisasi limbah medis padat diantaranya: 
1. Menyeleksi bahan-bahan yang kurang menghasilkan limbah 
sebelum membelinya. 
2. Menggunakan sedikit mungkin bahan-bahan kimia. 
3. Mengutamakan metode pembersihan secara fisik dari pada secara 
kimiawi. 
4. Mencegah bahan-bahan yang dapat menjadi limbah seperti dalam 
kegiatan perawatan dan kebersihan. 
5. Memonitor alur penggunaan bahan kimia dari bahan baku sampai 
menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun. 
6. Memesan bahan-bahan sesuai kebutuhan. 
7. Menghabiskan bahan dari setiap kemasan. 
Kemudian setelah tahap minimisasi, dilanjutkan tahap Pemilahan dan  
Pewadahan. Pemilahan dilakukan berdasarkan dari jenis limbah medis 
padatnya dan setelah itu dilakukan pewadahan limbah tersebut. Ada 
beberapa syarat tempat yang dijadikan wadah limbah medis padat, yaitu: 
1. Terbuat dari bahan yang kuat. 
2. Tempat pewadahan limbah medis padat harus terpisah dengan limbah 
non medis padat. 
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3. Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang sehari apabila 2\3 
bagian telah terisi limbah. 
Jika rumah sakit memiliki insinerator di lingkungangannya maka harus 
membakar limbahnya selambat-lambatnya 24 jam atau bekerjasama dengan 
pihak ketiga untuk melakukan pembakaran limbah jika rumah sakit tidak 
memiliki insinerator.  
 Sedangkan pengelolaan limbah padat non medis diawali dengan 
pemilahan limbah antara yang dapat dimanfaatkan kembali dan yang sudah 
tidak dapat dimanfaatkan. Pemilahan juga dilakukan terhadap limbah padat 
non medis yang basah dan kering sehingga perlu pewadahan yang terpisah. 
Ada beberapa syarat tempat pewadahan limabh padat non medis yang 
diwajibkan bagi rumah sakit, diantaranya: 
1. Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, ringan dan tahan karat. 
2. Mempunai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori 
tangan. 
3. Terdapat minimal satu buah di setiap kamar atau sesuai dengan 
kebutuhan. 
Limbah yang dapat dimanfaatkan kembali selanjutnya dikelola secara 
mandiri oleh rumah sakit sesuai dengan kebutuhan sedangkan limbah yang 
tidak dapat dimanfaatkan dibuang pada lokasi tempat pembuangan akhir 
yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah. 
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B. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Padat RSUD Batara Guru 
Kabupaten Luwu. 
Pengelolaan limbah padat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 
101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2010 tentang 
pelaksanaan pengelolaan, tata cara dan perizinan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun sebagai aturan pelaksana. Berdasarkan wawancara dengan Hj. 
Mardiah selaku Kepala Instalasi Sanitasi Rumah Sakit (ISRS), beliau 
mengatakan bahwa untuk pengelolaan limbah rumah sakit Batara Guru 
masih mengacu pada Pergub tersebut dikarenakan Perda Kab Luwu belum 
ada terkait pengelolaan limbah B3.  
Dijelaskan dalam Pasal 41 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 
14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan, tata cara dan perizinan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ada beberapa dokumen perizinan 
yang diperlukan untuk megelolah Limbah B3 yaitu : 
1. Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau 
penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Menteri atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing 
dalam penerbitan izin pengelolaan limbah B3.  
2. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri 
Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. 
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3. Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin 
pemanfaatan dari Menteri. 
Namun dalam pelaksanaannya ternyata Rumah Sakit Batara Guru belum 
memiliki dokumen perizinan yang telah diwajibkan dalam pengelolaan limbah 
B3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas DLH kabupaten 
Luwu, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini, Rumah Sakit Batara Guru 
belum memiliki izin Pengelolaan limbah. Hal ini yang menyebabkan lahirnya 
penilaian rapor merah terhadap Rumah Sakit Batara Guru oleh Dinas BLHD 
Provinsi Sulsel. 
Terkait masalah pelaksanaan pengololaan Limbah padat, Hj. Mardiah 
selaku Kepala Instalasi Sanitasi Rumah Sakit (ISRS) mengatakan bahwa 
pihaknya melakukan pengelolaan limbah dimulai dengan memilah limbah 
medis padat dan limbah non medis padat. Setelah itu dilakukan pewadahan 
di tempat pembuangan sementara. Untuk limbah non medis padat, 
pengangkutannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Sementara untuk limbah 
medis padat dibiarkan di TPS karena insinerator selaku tempat pemusnahan 
limbah medis belum ada di Rumah Sakit Batara Guru.33 Sebenarnya telah 
dijelaskan dalam keputusan Menteri kesahatan RI nomor 
1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah sakit bahwa 
jika Rumah Sakit tidak memiliki insinerator maka pihak Rumah Sakit dapat 
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait pemusnahan limbah medis 
                                                          
33 Hasil Wawancara pada tanggal 3 juni 2017 
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padat namun hal itu tidak dilakukan di Rumah Sakit Batara Guru ini. Hal itu 
dibuktikan dengan limbah medis padat yang berbulan-bulan lamanya berada 
di tempat pembuangan sementara Rumah Sakit Beliau juga menambahkan 
bahwa saat ini pihaknya belum berkoordinasi dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pengadaan insinerator. 
Selanjutnya terkait dengan pemilahan limbah non medis basah dan 
kering, beliau mengatakan bahwa di rumah Sakit Batara Guru tidak memilah 
antara sampah padat non medis kering dan basah karena pemilahan haya 
dilakukan untuk limbah medis padat dan limbah non medis padat. Padahal 
dalam keputusan Menteri kesahatan RI nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 
tentang Persyaratan Kesehatan Rumah sakit dijelaskan bahwa rumah sakit 
perlu memilah antara limbah medis padat basah dan kering sehingga 
pewadahannya pun harus terpisah, namun di Rumah Sakit Batara Guru, 
wadahnya yang dipisahkan hanyalah limbah medis padat dan limbah non 
medis padat. 
Untuk pemanfaatan limbah padat, menurut penuturan beliau bahwa 
pihaknya masih terkendala dengan tidak adanya fasilitas bank sampah di 
Rumah Sakit ini sehingga untuk pemanfaatannya, pihak rumah sakit bekerja 
sama dengan pihak ketiga. 
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C. Pengawasan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Batara Guru 
Kabupaten Luwu 
Pengawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar 
pengelolaan limbah yang berjalan tetap sesuai dengan standar yang ada. 
Pengawasan internal dan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang 
dilakukan sebagai upaya pengendalian terhadap penyimpanan, 
pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah padat 
Rumah Sakit Batara Guru.  
1. Pengawasan Internal 
 Pengawasan internal merupakan pengawasn yang dilakukan oleh rumah 
sakit itu sendiri. Bagian Instalasi Sanitasi Rumah Sakit (ISRS) merupakan 
bagian pada rumah sakit yang meiliki kewewnangan tersebut. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan Hj. Mardiah selaku Kepala Instalasi Sanitasi Rumah 
Sakit (ISRS) mengatakan bahwa staf bagiannya melakukan pengawasan 
mulai dari tahap pemilahan, pewadahan, pengangkutan sampai pemusnahan 
limbah yang dihasilkan rumah sakit. Beliau juga mengatakan ada beberapa 
hal yang masih menjadi kendala dalam pengelolaaan limbah rumah sakit 
Batara guru diantaranya: 
 TPS yang belum memiliki palet pemisah antara limbah medis padat 
dan limbah non medis padat sehingga TPS di rumah sakit Batara Guru 
ini belum memenuhi syarat TPS. 
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 Insinerator yang belum ada di lingkungan Rumah sakit Batara Guru 
yang membuat sampah yang seharusnya dapat dimusnahkan malah 
tersimpan bahkan sampai berbulan-bulan. 
 Pemanfaatan limbah terkendala karena bank sampah yang belum ada 
di rumah sakit ini sehingga pihak rumah sakit hanya bekerjasama 
dengan pihak ketiga terkait pemanfaatan limbah. 
Beberapa hal tersebut yang membuat pengelolaan limbah padat rumah sakit 
batara guru masih belum sesuai standar pengelolaan limbah. Namun dalam 
waktu dekat, pihak rumah sakit akan membuka komunikasi dengan pihak 
KLHK terkait pengadaan incinerator di Rumah Sakit Batara Guru. 
2. Pengawasan eksternal 
Pengawasn eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi diluar 
dari rumah sakit Batara Guru. Di Kabupaten Luwu, pengawasan pengelolaan 
limbah B3 yang termasuk didalamnya limbah rumah sakit adalah Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Berdasarkan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan, 
tata cara dan perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada pasal 
72 dijelaskan  kewenangan DLH dalam melakukan pengawasn pengelolaan 
limbah rumah sakit, diantaranya : 
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 memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, 
pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal 
lingkungan tercemar limbah B3;  
 mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan 
contoh lainnya;  
 meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat 
pencemaran limbah B3; 
 melakukan pemotretan; dan  
 memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap 
perizinan pengelolaan limbah B3.  
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Luwu mengatakan bahwa masih banyak kendala yang 
dihadapi tim teknis DLH dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah 
di Rumah Sakit Batara Guru. Salah satunya adalah dokumen yang berisi 
pelaksanaan pengelolaan limbah di rumah sakit abatar guru belum tidak 
poernah diberikan kepada Tim pengawas DLH, hal itu menjadi kendala 
tersendiri bagi tim teknis dalam melakukan pengawasan di Rumah Sakit 
Batara Guru. Hal lain yang menjadi kendala adalah pihak rumah sakit yang 
tidak pernah memberikan laporan triwulan limbah B3 rumah sakit Batara 
Guru sehingga DLH kekurangan informasi terkait perkembangan pengelolaan 
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Limbah B3. Beliau menambahkan bahwa pihaknya selalu mengingatkan 
rumah Sakit Batara Guru agar terus membenahi pengelolaan limbahnya 
karena hal itu merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2010 tentang 
pelaksanaan pengelolaan, tata cara dan perizinan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun pada pasal 88 dijelaskan beberapa sanksi adminstratif yang 
dapat dilakukan pihak DLH jika instansi terkait belum melakukan pengelolaan 
limbah  B3 sesuai standar, yaitu: 
 Peringatan tertulis,  
 Upaya paksa. 
 Pencabutan izin pengelolaan limbah B3.  
Namun saat ini Pihak DLH masih memberikan sanksi administrative bagi 
Rumah Sakit Batara Guru berupa peringatan tertulis. Hal itu dilakukan pihak 
DLH agar pihak Rumah Sakit Batara Guru terus melakukan pembenahan 
terkait pengelolaan limbah B3nya. 
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan 
Limbah Medis Padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu 
 
1. Fasilitas pengelolaan limbah belum memadai 
Fasilitas merupakan hal yang masih menjadi permasalahan penting yang 
membuat pengelolaan Limbah padat rumah sakit batara guru terkendala. Dari 
beberapa data yang didapatkan dari wawancara dengan kepala Kepala 
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Instalasi Sanitasi Rumah Sakit (ISRS) Batara Guru sebagian besar kendala 
yang membuat pengelolaan limbah padat bermasalah adalah fasilitas 
pengelolaannya yang belum ada dan belum memadai. Seperti Tempat 
Pembuangan Sementara rumah sakit yang belum sesuai standar membuat 
pemilahan sampah padat medis dan non medis terhambat. Insenarator yang 
belum ada di rumah sakit ini membuat limbah yang semestinya dimusnahkan 
menjadi terabaikan dan tersimpan begitu lama di tempat pembuangan 
sementara. Bank Sampah yang belum ada membuat pemanfaatan limbah 
padat sebagai upaya penguragan sampah terhambat sehingga pihak rumah 
sakit harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 
  Insinerator dan Bank Sampah ynag belum ada dikarenakan belum 
adanya penganggaran pengadaan fasilitas tersebut oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu. Berdasarkan wawancara dengan kepala dinas lingkungan 
hidup Kabupaten Luwu mengatakan bahwa pihakya dan piahk rumah sakit 
akan melakukan kordinasi dengan BLH Provinsi Sulsel terkait pengadaan 
fasilitas yang belum ada. Hal ini dilakukan mengingat limbah di Rumah Sakit 
Batara Guru sudah banyak menumpuk. 
2.  Pihak rumah sakit yang masih mengabaikan prosedur pengelolaan 
limbah padat. 
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Proses pengelolaan juga menjadi penghambat pengelolaan limbah padat 
di Rumah Sakit Batara Guru. Hal itu dibuktikan dengan pengelolaan limbah 
Rumah Sakit yang masih belum sesuai standar. Salah satuya adalah 
pengelolaan dokumen terkait pengelolaan limbah rumah sakit yang diabaikan 
oleh pihak rumah sakit. Hal itu dibuktikan dengan kewajiban pihak rumah 
sakit untuk menyetor laporan triwulan pengelolaan limbahnya tidak pernah 
diberikan pada pihak Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu pihak rumah 
sakit juga mengabaikan terkait dokumen yang seharusnya diberikan rumah 
sakit saat DLH datang mengunjungi rumah sakit untuk melakukan 
pengawasn langsung dilapangan. Kedua hal tersebut membuat data 
pengelolaan limbah rumah sakit batara guru masih sangat minim. Hal ini 
menurut penulis yang membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tidak 
mengetahui infoprmasi tentang fasilitas apa saja yang perlu untuk dibenahi di 
Rumah sakit ini.  
Hal lain yang menjadi perhatian khusus adalah pihak rumah sakit yang 
masih mengabaikan prosedur pelaksanaan pengelolaan limbah padat mulai 
dari pemilahan sampai pada tahap pemusnahan dan pembuangan akhir. 
Seperti pada pemilahan limbah padat non medis kering dan basah yang 
belum dilakukan oleh pihak rumah sakit. Padahal hal tersebut telah diatur 
dalam keputusan Menteri kesahatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 
tentang Persyaratan Kesehatan Rumah sakit. Sudah menjadi hal wajib bagi 
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rumah sakit untuk terus melakukan pengelolaan limbahnya sesuai standar 
karena hal itu juga merupakan salah satu bagian dari pelayanan rumah sakit 
kepada masyarakat ditambah dengan Rumah sakit yang merupakan rumah 
sakit umum daerah di Kabupaten Luwu, tentu hal ini perlu menjadi perhatian 
khusus bagi pihak pihak terkait. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Batara Guru 
belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keputusan Menteri 
kesahatan RI nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan 
Kesehatan Rumah sakit. Dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 
nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan, tata cara dan 
perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Hal ini disebabkan 
karena masih ada beberapa fasilitas pendukung pengelolaan yang 
belum ada di Rumah sakit ini dan prosedur pengelolaan yang masih 
bermasalah. 
2. Faktor-fakotr yang mengahmabt pengelolaan limbah padat Rumah 
Sakit Batara Guru adalah : 
 Fasilitas pengelolaan limbah padat yang belum memadai 
mengakibatkan terhambatnya pengelolaan limbah padat rumah 
sakit Batara Guru seperti TPS yang belum memenuhi syarat 
serta incinerator dan bank sampah yang belum ada di Rumah 
Sakit ini 
 Pihak rumah sakit yang masih mengabaikan prosedur 
pengelolaan limbah padat seperti  laporan triwulan yang belum 
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pernah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan prosedur 
pemilahan sampah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh 
pihak Rumah Sakit Batara Guru 
B. Saran 
1. Pengadaan insinerator dan Bank Sampah perlu dilaksanakn 
secepatnya. Pihak Rumah Sakit Batara Guru harus secepatnya 
berkomunikasi dengan Pihak pihak yang terkait. 
2. Belum adanya Perda Kabupaten Luwu yang mengatur secara lebih 
teknis tentang penmgelolaan limbah rumah sakit secara umum dan 
limbah padat secara khusus membuat pengelolaan limbah di 
Rumah Sakit Batara Guru belum sepenuhnya berjalan 
komprehensif sehingga dibutuhkan aturan teknis yang lebih 
komprehensif terkait pengelolaan limbah rumah sakit Batara Guru 
secara khusus dan rumah sakit lainnya di Kabupaten Luwu secara 
umum. 
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